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Abstract 
This research delves into the analysis of the pillars and conditions of ijarah in the multi-service financing of Islamic 
banks. The primary focus is on implementing Sharia principles in ijarah contracts, which includes identifying the 
pillars of ijarah such as the contracting parties, leased objects, leased benefits, and conditions to be fulfilled such as 
clarity of leased objects and agreement on rental prices. The study also highlights challenges faced, such as legal 
uncertainty, regulatory changes, and customer understanding of ijarah contracts. Proposed solutions include 
enhancing customer education, refining contract documentation, stricter supervision, collaboration with Sharia legal 
experts, and product innovation. Based on the analysis of the pillars and conditions of ijarah in multi-service 
financing at Islamic banks, it is concluded that implementing Sharia principles in financial practices is crucial to 
ensure compliance with Islamic values. The pillars of ijarah involving the contracting parties (mu’jir and musta’jir), 
leased objects, leased benefits, as well as the ijab and qabul, and ijarah conditions such as clarity of leased objects, 
permissible benefits, and agreed rental prices, serve as the primary foundation for maintaining fairness and 
transparency in transactions. 
Keywords: Pillars of Ijarah, Conditions of Ijarah, Islamic Bank, Sharia Principles, Implementation 
 
Abstrak 
Penelitian ini mendalami analisis rukun dan syarat ijarah dalam pembiayaan multijasa syariah di bank 
syariah. Fokus utama adalah pada implementasi prinsip-prinsip syariah dalam kontrak ijarah, yang 
meliputi identifikasi rukun ijarah seperti pihak-pihak yang berakad, objek sewa, manfaat yang 
disewakan, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti kejelasan objek sewa dan kesepakatan harga 
sewa. Penelitian ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi, seperti ketidakpastian hukum, perubahan 
regulasi, dan pemahaman nasabah terhadap akad ijarah. Solusi yang diusulkan mencakup peningkatan 
edukasi, penyempurnaan dokumentasi kontrak, pengawasan yang lebih ketat, kolaborasi dengan ahli 
hukum syariah, dan inovasi produk. Berdasarkan analisis terhadap Rukun dan Syarat Ijarah dalam 
Pembiayaan Multijasa Syariah di Bank Syariah, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip-prinsip 
syariah dalam praktik keuangan sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. 
Rukun ijarah yang meliputi pihak-pihak yang berakad (mu’jir dan musta’jir), objek sewa, manfaat yang 
disewakan, serta ijab dan qabul, serta syarat ijarah seperti kejelasan objek sewa, manfaat yang halal, dan 
kesepakatan harga sewa, merupakan pijakan utama dalam menjaga keadilan dan transparansi dalam 
transaksi. 
Kata Kunci : Rukun Ijarah, Syarat Ijarah, Bank Syariah, Prinsip Syariah, Implementasi 
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Ijarah adalah salah satu akad yang digunakan dalam perbankan syariah untuk pembiayaan 

multijasa (Antonio, 2001). Akad ini melibatkan transaksi sewa-menyewa yang harus memenuhi rukun 
dan syarat tertentu agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Analisis mendalam terhadap rukun dan 
syarat ijarah diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan akad ini sesuai dengan hukum syariah 
dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. 

Pembiayaan multijasa syariah merupakan bagian integral dari industri perbankan syariah yang 
berkembang pesat, yang menawarkan berbagai produk dan layanan sesuai dengan prinsip-prinsip 
hukum Islam (Zunaidi, 2023). Salah satu produk utama yang digunakan adalah ijarah, yang dalam 
konteks perbankan syariah didefinisikan sebagai perjanjian sewa atau leasing dengan prinsip berbagi 
risiko antara pihak bank dan pihak pemilik aset. Pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai 
rukun dan syarat-syarat ijarah tidak hanya mempengaruhi keabsahan transaksi secara syariah, tetapi juga 
mengatur pelaksanaan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. 

Rukun ijarah merupakan elemen dasar yang harus dipenuhi agar suatu transaksi ijarah dianggap 
sah menurut hukum Islam. Di samping itu, syarat-syarat tambahan juga ditetapkan untuk memastikan 
kelancaran pelaksanaan kontrak ijarah serta menjaga keadilan dan keseimbangan antara pihak yang 
terlibat (Abuznaid, S, 2009). Dalam konteks bank syariah, pemahaman yang mendalam terhadap rukun 
dan syarat-syarat ijarah sangatlah penting karena produk ini menjadi salah satu pilihan utama dalam 
menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah bagi masyarakat Muslim. 

Namun, meskipun ijarah telah menjadi produk yang cukup mapan dalam industri perbankan 
syariah, tantangan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah secara konsisten dan efektif 
tetap menjadi fokus utama (Karim, 2004). Oleh karena itu, analisis yang komprehensif terhadap rukun 
dan syarat-syarat ijarah dalam konteks pembiayaan multijasa syariah di bank syariah menjadi relevan 
untuk mengevaluasi sejauh mana kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah telah terwujud dalam 
praktik perbankan harian. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mendalami lebih jauh 
implementasi rukun dan syarat-syarat ijarah dalam pembiayaan multijasa syariah, serta untuk 
memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai kontribusi bank syariah dalam mendukung 
ekonomi berbasis syariah melalui produk-produk inovatif seperti ijarah. 

Pembiayaan multijasa syariah di bank syariah telah menjadi salah satu pilar utama dalam ekonomi 
Islam, yang tidak hanya menawarkan alternatif finansial berdasarkan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga 
menjadi solusi yang semakin diminati oleh masyarakat global yang mempertimbangkan nilai-nilai etika 
dalam keuangan (Ascarya, 2011). Dalam konteks ini, produk ijarah menjadi krusial karena mampu 
memberikan akses keuangan yang inklusif sambil mematuhi hukum Islam yang mengatur kesepakatan 
sewa dan pembiayaan. 

Ketepatan implementasi rukun dan syarat-syarat ijarah di bank syariah menjadi landasan krusial 
bagi keabsahan transaksi serta kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan lembaga keuangan terhadap 
prinsip syariah (Khurshid, K, 2010). Karena itu, penelitian yang mengkaji secara mendalam aspek-aspek 
ini tidak hanya mempertajam pemahaman kita tentang bagaimana ijarah beroperasi dalam konteks 
syariah, tetapi juga menyoroti tantangan dan potensi untuk meningkatkan praktik-praktik yang sesuai 
dengan nilai-nilai etika Islam. Selain itu, urgensi penelitian ini juga tercermin dalam kebutuhan untuk 
menghadirkan solusi keuangan yang berkelanjutan dan responsif terhadap tuntutan pasar global yang 
semakin menghargai keberlanjutan sosial dan lingkungan. Pembiayaan multijasa syariah, melalui 
produk ijarah yang diimplementasikan dengan benar, dapat menjadi motor penggerak dalam 
mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang adil dan berkeadilan. Dengan demikian, 
penelitian tentang Analisis Rukun dan Syarat Ijarah dalam Pembiayaan Multijasa Syariah di Bank 
Syariah tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga penting untuk memberikan landasan yang 
kokoh bagi perkembangan industri perbankan syariah yang mematuhi prinsip-prinsip syariah secara 
konsisten sambil menghadirkan nilai tambah ekonomi dan sosial yang signifikan. 

Pembiayaan multijasa syariah, khususnya melalui produk ijarah, memainkan peran yang sangat 
penting dalam ekosistem perbankan syariah global. Dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah yang 
mendasari kesepakatan sewa dan pembiayaan, produk ini tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial 
masyarakat Muslim yang mencari solusi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama mereka, tetapi 
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juga menawarkan alternatif yang menarik bagi masyarakat internasional yang semakin menghargai etika 
dalam praktik keuangan (Zunaidi, 2023). 

Manfaat utama dari penelitian mengenai Analisis Rukun dan Syarat Ijarah dalam Pembiayaan 
Multijasa Syariah di Bank Syariah adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana 
prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam praktik perbankan sehari-hari (Karim, Adiwarman A., 2007). 
Dengan memahami secara mendalam rukun (syarat sah) dan syarat-syarat tambahan dalam kontrak 
ijarah, kita dapat mengevaluasi sejauh mana kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip ini, serta 
mengidentifikasi area-area di mana perbaikan dapat dilakukan untuk meningkatkan keadilan dan 
transparansi dalam transaksi finansial. 

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian ini juga menghadapi beberapa permasalahan 
yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kompleksitas dalam interpretasi dan implementasi prinsip-
prinsip syariah yang dapat bervariasi antara lembaga keuangan syariah dan otoritas pengawas di berbagai 
negara. Selain itu, tantangan teknis seperti penilaian risiko, pengelolaan kontrak, dan penyelesaian 
sengketa juga menjadi fokus penting dalam penelitian ini. 

Dengan mempertimbangkan manfaat yang signifikan serta permasalahan yang harus diatasi, 
penelitian tentang Analisis Rukun dan Syarat Ijarah dalam Pembiayaan Multijasa Syariah di Bank 
Syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memperkuat fondasi ekonomi 
syariah global, sambil menanggapi tuntutan masyarakat akan praktik keuangan yang lebih adil, 
berkelanjutan, dan beretika. 
 
Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan 
melalui wawancara mendalam dengan praktisi bank syariah, analisis dokumen hukum syariah, dan 
observasi langsung (Yin, 2018). Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi 
kesesuaian implementasi rukun dan syarat ijarah dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini akan 
menggunakan pendekatan kualitatif yang mendalam untuk menggali pemahaman tentang implementasi 
rukun dan syarat-syarat ijarah dalam pembiayaan multijasa syariah di bank syariah. Pendekatan 
kualitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai 
konteks serta implementasi praktik-praktik syariah dalam industri perbankan (Moleong, 2017). 

Pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui beberapa cara, antara lain: (i) Studi dokumen. 
Meliputi review terhadap dokumen-dokumen perjanjian ijarah, peraturan perbankan syariah terkait, 
dan literatur terkait yang relevan. (ii) Wawancara mendalam. Dilakukan dengan pakar perbankan 
syariah, manajer produk ijarah, dan staf yang terlibat dalam proses implementasi ijarah di bank syariah 
yang menjadi fokus penelitian. Wawancara akan difokuskan pada pemahaman mereka tentang rukun 
dan syarat-syarat ijarah, tantangan yang dihadapi dalam implementasi, serta pandangan mereka 
terhadap perbaikan yang dapat dilakukan (Zulkifli, 2019). 

Data yang terkumpul akan dianalisis secara tematik. Analisis ini melibatkan proses pengkodean 
data untuk mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan hubungan antara berbagai aspek rukun dan 
syarat-syarat ijarah dalam konteks pembiayaan multijasa syariah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti 
untuk menggambarkan secara jelas bagaimana prinsip-prinsip syariah diimplementasikan dalam praktik 
bank syariah, serta untuk mengeksplorasi tantangan dan peluang yang muncul. Untuk memastikan 
keabsahan hasil penelitian, langkah-langkah diambil untuk memverifikasi data dan mengevaluasi 
interpretasi yang dilakukan. Pemilihan responden yang representatif, penggunaan teknik triangulasi 
data, dan konsistensi dalam analisis tematik menjadi prioritas utama untuk memastikan validitas 
temuan penelitian. Metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan 
dalam memperdalam pemahaman kita tentang praktek-praktek syariah dalam pembiayaan multijasa, 
serta dalam mengidentifikasi langkah-langkah konkret untuk meningkatkan implementasi prinsip-
prinsip syariah dalam praktik perbankan syariah secara lebih luas. 
 
Hasil Penelitian dan Pembahasan 
1. Rukun dan Syarat Ijarah 
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Rukun ijarah meliputi pihak-pihak yang berakad (mu’jir dan musta’jir), objek sewa, manfaat yang 

disewakan, serta ijab dan qabul. Syarat ijarah meliputi kejelasan objek sewa, manfaat yang halal, dan 
kesepakatan harga sewa. 
a. Rukun Ijarah 

Dalam konteks pembiayaan multijasa syariah di bank syariah, rukun ijarah meliputi beberapa 
aspek yang fundamental untuk keabsahan kontrak ijarah. Pertama, ada pihak-pihak yang berakad, yaitu 
mu’jir (penerima sewa) dan musta’jir (pemberi sewa). Mu’jir adalah pihak yang menyewa atau 
menggunakan manfaat dari objek sewa, sedangkan musta’jir adalah pihak yang menyewakan objek atau 
manfaat tersebut. 

Objek sewa dalam ijarah dapat berupa barang atau jasa yang dapat digunakan atau dinikmati. 
Misalnya, dalam konteks bank syariah, objek sewa bisa berupa kendaraan, peralatan, atau jasa layanan 
tertentu yang disewakan kepada mu’jir. 

Manfaat yang disewakan juga menjadi bagian penting dari rukun ijarah. Hal ini mengacu pada 
manfaat atau kegunaan yang diberikan kepada mu’jir selama periode sewa. Contohnya, dalam 
pembiayaan kendaraan, manfaat yang disewakan mencakup penggunaan kendaraan tersebut untuk 
tujuan tertentu sesuai dengan perjanjian. 

Ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) juga merupakan bagian dari rukun ijarah. Ijab adalah 
tawaran sewa yang diajukan oleh musta’jir kepada mu’jir, sementara qabul adalah penerimaan atau 
persetujuan mu’jir terhadap tawaran tersebut. Kedua elemen ini menandai terbentuknya kesepakatan 
antara kedua belah pihak dalam kontrak ijarah. 

 
b. Syarat Ijarah 

Selain rukun, syarat-syarat ijarah juga penting untuk memastikan keabsahan dan keadilan dalam 
kontrak ijarah di bank syariah. Pertama, kejelasan objek sewa merupakan syarat mutlak yang harus 
dipenuhi. Objek sewa harus jelas dan terdefinisi dengan baik agar tidak terjadi ambiguitas atau 
ketidakpastian mengenai apa yang disewakan. 

Manfaat yang halal atau diperbolehkan secara syariah juga menjadi syarat yang harus dipatuhi. 
Bank syariah harus memastikan bahwa manfaat yang disewakan tidak bertentangan dengan prinsip-
prinsip syariah, seperti larangan atas barang-barang haram atau aktivitas yang dianggap merugikan 
masyarakat. 

Kesepakatan harga sewa yang jelas dan setuju menjadi syarat terakhir dalam ijarah. Harga sewa 
harus ditentukan dengan transparan dan disepakati oleh kedua belah pihak tanpa adanya tekanan atau 
paksaan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kesepakatan ijarah dilakukan dengan prinsip 
keadilan dan saling setuju. 

Pemahaman yang mendalam mengenai rukun dan syarat-syarat ijarah dalam pembiayaan multijasa 
syariah di bank syariah memberikan kontribusi penting dalam memperkuat praktik keuangan berbasis 
syariah yang lebih transparan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan mengidentifikasi dan 
mengevaluasi aspek-aspek ini, bank syariah dapat meningkatkan kepatuhan mereka terhadap prinsip-
prinsip syariah, sambil memberikan solusi finansial yang lebih etis dan berkelanjutan bagi masyarakat. 
 
c. Keabsahan dan Validitas Rukun Ijarah 

Dalam konteks keabsahan kontrak ijarah di bank syariah, setiap elemen rukun ijarah harus 
dipenuhi secara teliti untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Pertama-tama, 
keberadaan pihak-pihak yang berakad, yaitu mu’jir (penerima sewa) dan musta’jir (pemberi sewa), 
merupakan syarat penting. Kedua belah pihak harus menyepakati kondisi dan kewajiban mereka secara 
jelas untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat mempengaruhi validitas kontrak. 

Objek sewa juga memainkan peran kunci dalam menentukan keabsahan ijarah. Objek sewa harus 
didefinisikan dengan jelas dan spesifik, baik berupa barang atau jasa, sehingga tidak menimbulkan 
keraguan atau ketidakpastian mengenai apa yang disewakan dalam kontrak ijarah. 
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Manfaat yang disewakan haruslah halal atau sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini berarti 

bahwa manfaat yang diberikan kepada mu’jir tidak boleh melanggar larangan atas barang-barang haram 
atau aktivitas yang dianggap merugikan masyarakat menurut pandangan syariah. 

Ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) juga merupakan syarat yang tidak boleh diabaikan dalam 
validitas ijarah. Proses ijab dan qabul harus dilakukan dengan jelas dan tulus oleh kedua belah pihak 
tanpa ada unsur penipuan atau paksaan, untuk memastikan bahwa kontrak ijarah terbentuk 
berdasarkan kesepakatan yang sah menurut syariah. 
 
d. Keabsahan dan Validitas Syarat Ijarah 

Selain rukun, syarat-syarat ijarah juga penting untuk menjamin keabsahan dan validitas kontrak 
ijarah di bank syariah. Pertama, kejelasan objek sewa adalah syarat yang krusial yang harus dipenuhi. 
Objek sewa harus didefinisikan secara tegas agar tidak menimbulkan ambiguitas atau interpretasi yang 
berbeda antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ijarah. 

Manfaat yang halal atau sesuai dengan prinsip syariah juga merupakan syarat yang harus dipatuhi. 
Bank syariah harus memastikan bahwa manfaat yang disewakan tidak bertentangan dengan nilai-nilai 
agama, seperti larangan atas barang-barang haram atau kegiatan yang merugikan. 

Kesepakatan harga sewa yang jelas dan setuju menjadi syarat terakhir dalam validitas ijarah. Harga 
sewa harus ditetapkan dengan transparan dan disepakati oleh kedua belah pihak tanpa adanya tekanan 
atau paksaan. Hal ini penting untuk menjaga keadilan dalam transaksi finansial menurut pandangan 
syariah. 

Pemahaman yang mendalam mengenai keabsahan dan validitas rukun dan syarat-syarat ijarah 
dalam pembiayaan multijasa syariah di bank syariah memiliki implikasi signifikan terhadap kepatuhan 
terhadap prinsip-prinsip syariah dan transparansi dalam praktik perbankan. Dengan memastikan setiap 
aspek rukun dan syarat ijarah dipenuhi dengan baik, bank syariah dapat meningkatkan kepercayaan 
masyarakat terhadap produk-produk mereka, sambil menjaga integritas nilai-nilai syariah dalam industri 
keuangan global. 
 
2. Implementasi di Bank Syariah 

Implementasi rukun dan syarat ijarah dalam pembiayaan multijasa di bank syariah melibatkan 
verifikasi objek sewa, penentuan manfaat yang disewakan, dan kesepakatan harga sewa. Bank syariah 
berupaya memastikan bahwa semua rukun dan syarat terpenuhi sesuai dengan prinsip syariah. 
a. Implementasi Rukun dan Syarat Ijarah di Bank Syariah 

Dalam konteks implementasi ijarah di bank syariah, verifikasi objek sewa menjadi langkah awal 
yang krusial. Bank syariah harus memastikan bahwa objek yang akan disewakan telah diidentifikasi 
dengan jelas dan dinyatakan secara spesifik dalam perjanjian ijarah. Hal ini dilakukan untuk 
menghindari ketidakpastian atau kebingungan mengenai apa yang sebenarnya disewakan kepada mu’jir 
(penerima sewa). 

Penentuan manfaat yang disewakan juga merupakan aspek penting dalam implementasi ijarah. 
Bank syariah harus memastikan bahwa manfaat atau kegunaan yang diberikan kepada mu’jir sesuai 
dengan prinsip-prinsip syariah. Ini berarti bahwa manfaat tersebut tidak boleh melibatkan barang-
barang haram atau kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. 

Kesepakatan harga sewa merupakan tahap terakhir dalam implementasi ijarah di bank syariah. 
Bank harus menjalankan proses penetapan harga sewa dengan transparan dan adil, serta memastikan 
bahwa kesepakatan harga tersebut disepakati oleh kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan atau 
tekanan. Hal ini penting untuk menjaga integritas transaksi keuangan yang berdasarkan prinsip saling 
setuju dan keadilan dalam Islam. 

Implementasi yang tepat dari rukun dan syarat ijarah dalam pembiayaan multijasa di bank syariah 
memainkan peran penting dalam memperkuat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan 
membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan syariah. Dengan 
memastikan bahwa setiap aspek dari rukun dan syarat ijarah terpenuhi dengan baik, bank syariah dapat 
mengurangi risiko komplikasi hukum dan meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian transaksi. 
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Selain itu, upaya bank syariah untuk memastikan bahwa semua praktik ijarah sesuai dengan 

prinsip syariah juga dapat berdampak positif pada reputasi mereka dalam pasar global yang semakin 
menghargai integritas dan transparansi dalam industri keuangan. Dengan demikian, implementasi yang 
baik dari rukun dan syarat ijarah tidak hanya mendukung pertumbuhan bank syariah secara internal, 
tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi berbasis syariah secara lebih luas. 

 
b. Keabsahan dan Validitas Implementasi Rukun dan Syarat Ijarah 

Implementasi yang tepat dari rukun dan syarat ijarah dalam pembiayaan multijasa di bank syariah 
menjadi kunci untuk memastikan keabsahan dan validitas setiap transaksi. Pertama-tama, verifikasi 
objek sewa adalah langkah awal yang esensial. Bank syariah harus melakukan identifikasi menyeluruh 
terhadap objek yang akan disewakan, memastikan bahwa objek tersebut sesuai dengan ketentuan 
syariah dan dijelaskan dengan jelas dalam perjanjian ijarah. 

Penentuan manfaat yang disewakan juga menjadi fokus utama dalam implementasi ijarah. Bank 
syariah harus menetapkan manfaat atau kegunaan yang disewakan kepada mu’jir sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah yang melarang barang-barang haram atau aktivitas yang tidak sesuai dengan nilai-nilai 
Islam. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi ijarah dilakukan dengan memenuhi 
standar moral dan etika Islam. 

Kesepakatan harga sewa merupakan tahap terakhir yang tidak boleh diabaikan dalam proses 
implementasi ijarah. Bank syariah harus menjalankan proses penetapan harga sewa dengan transparan 
dan adil, serta memastikan bahwa kesepakatan harga tersebut disepakati secara sukarela oleh kedua 
belah pihak tanpa ada tekanan atau unsur paksaan. Ini penting untuk menjaga integritas transaksi 
finansial yang didasarkan pada prinsip keadilan dan kesepakatan yang saling menguntungkan menurut 
hukum syariah. 

Keabsahan dan validitas implementasi rukun dan syarat ijarah dalam pembiayaan multijasa di bank 
syariah memiliki dampak yang signifikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah dan 
industri perbankan syariah secara keseluruhan. Dengan memastikan bahwa semua aspek dari rukun dan 
syarat ijarah terpenuhi dengan benar, bank syariah dapat mengurangi risiko hukum dan meningkatkan 
efisiensi dalam pengelolaan transaksi finansial. 

Selain itu, upaya bank syariah untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip 
syariah juga dapat meningkatkan reputasi mereka dalam pasar global yang semakin menghargai 
integritas dan transparansi dalam praktik keuangan. Dengan demikian, implementasi yang baik dari 
rukun dan syarat ijarah tidak hanya mendukung pertumbuhan internal bank syariah, tetapi juga 
berkontribusi pada perkembangan ekonomi berbasis syariah yang lebih luas dan berkelanjutan. 
 
3. Evaluasi Kesesuaian 

Implementasi rukun dan syarat ijarah umumnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, 
namun terdapat beberapa area yang memerlukan peningkatan, seperti kejelasan dalam dokumentasi 
kontrak dan pengawasan pelaksanaan akad. 

Implementasi Rukun dan Syarat Ijarah dalam Praktik Keuangan Syariah umumnya menunjukkan 
bahwa banyak bank syariah telah mengimplementasikan rukun dan syarat ijarah dengan mematuhi 
prinsip-prinsip syariah. Namun, terdapat beberapa area yang memerlukan peningkatan, seperti kejelasan 
dalam dokumentasi kontrak dan pengawasan pelaksanaan akad. 

Dalam konteks dokumentasi kontrak, kejelasan yang diperlukan mencakup penjelasan yang lebih 
rinci tentang objek sewa, manfaat yang disewakan, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak secara 
spesifik. Dokumentasi yang lebih teliti ini penting untuk menghindari penafsiran yang salah atau 
kesalahpahaman di masa depan, serta untuk memberikan landasan yang kuat dalam menyelesaikan 
sengketa apabila terjadi perselisihan. 

Selain itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan akad ijarah juga perlu ditingkatkan. 
Hal ini termasuk memastikan bahwa semua ketentuan dalam kontrak ijarah dipatuhi secara konsisten 
oleh kedua belah pihak selama periode perjanjian. Pengawasan yang baik tidak hanya mengurangi risiko 
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terhadap kepatuhan syariah, tetapi juga memperkuat integritas dan kepercayaan dalam praktik 
perbankan syariah. 

Peningkatan dalam area-area ini akan membantu bank syariah untuk lebih baik lagi dalam 
mematuhi prinsip-prinsip syariah, menjaga kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan efisiensi 
operasional mereka secara keseluruhan. Ini juga sejalan dengan upaya untuk membangun industri 
keuangan syariah yang lebih kuat dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi positif terhadap 
ekonomi global yang semakin menghargai nilai-nilai keadilan dan transparansi. 

Implementasi Rukun dan Syarat Ijarah dalam Praktik Keuangan Syariah menunjukkan bahwa 
umumnya bank-bank syariah telah menerapkan rukun dan syarat ijarah dengan mematuhi prinsip-
prinsip syariah. Namun, terdapat beberapa area yang memerlukan peningkatan, seperti kejelasan dalam 
dokumentasi kontrak dan pengawasan pelaksanaan akad. 

Implementasi rukun dan syarat ijarah yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah mencakup 
aspek verifikasi objek sewa yang jelas, penentuan manfaat yang halal, dan kesepakatan harga sewa yang 
adil. Bank-bank syariah secara umum telah berusaha untuk memastikan bahwa transaksi ijarah mereka 
sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga memenuhi standar keabsahan dan validitas menurut perspektif 
syariah. 

Namun demikian, penelitian menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan untuk meningkatkan 
kejelasan dalam dokumentasi kontrak ijarah. Dokumentasi yang lebih rinci dan transparan diperlukan 
untuk memastikan bahwa semua aspek kontrak, termasuk objek sewa, manfaat yang disewakan, serta 
hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat, dijelaskan dengan baik. Hal ini penting untuk 
menghindari potensi penafsiran yang salah atau sengketa di kemudian hari, serta untuk memberikan 
kepastian hukum yang lebih kuat bagi semua pihak. 

Selain itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan akad ijarah juga perlu ditingkatkan. 
Pengawasan yang efektif akan membantu memastikan bahwa semua ketentuan dalam kontrak ijarah 
dipatuhi dengan konsisten oleh semua pihak yang terlibat. Hal ini tidak hanya mendukung kepatuhan 
terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memperkuat integritas dan transparansi dalam praktik 
perbankan syariah. 

Dengan melakukan perbaikan di area-area ini, bank-bank syariah dapat meningkatkan kepercayaan 
masyarakat terhadap produk dan layanan mereka, serta memberikan kontribusi positif terhadap 
perkembangan industri keuangan syariah secara keseluruhan. Peningkatan ini juga sejalan dengan 
tujuan untuk membangun sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan, sesuai 
dengan prinsip-prinsip nilai Islam. 
 
4. Tantangan dan Solusi 

Tantangan dalam memenuhi rukun dan syarat ijarah meliputi ketidakpastian hukum, perubahan 
regulasi, dan pemahaman nasabah terhadap akad ijarah. Solusi yang diusulkan meliputi peningkatan 
edukasi bagi nasabah, penyesuaian regulasi yang lebih jelas, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap 
pelaksanaan akad. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang Tantangan dalam Memenuhi Rukun dan Syarat Ijarah 
meliputi beberapa aspek krusial yang mempengaruhi implementasi yang efektif dalam praktik keuangan 
syariah. Tantangan utama yang dihadapi termasuk ketidakpastian hukum, perubahan regulasi, dan 
pemahaman yang kurang dari nasabah terhadap akad ijarah. 

Pertama, ketidakpastian hukum sering kali menjadi kendala dalam implementasi ijarah di bank 
syariah. Kurangnya kejelasan dalam interpretasi hukum syariah dapat menyebabkan ketidakpastian 
mengenai validitas kontrak ijarah. Hal ini bisa menjadi hambatan baik bagi bank syariah maupun bagi 
nasabah dalam menjalankan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Solusi yang diusulkan adalah 
meningkatkan dialog antara ulama, akademisi, dan praktisi hukum syariah untuk mencapai 
pemahaman yang lebih konsisten mengenai aplikasi hukum syariah dalam konteks keuangan modern. 

Kedua, perubahan regulasi yang terus-menerus juga dapat menjadi tantangan bagi bank syariah 
dalam mematuhi rukun dan syarat ijarah. Regulasi yang tidak konsisten atau sering berubah dapat 
menyulitkan bank syariah untuk menjaga kepatuhan terhadap standar syariah yang telah ditetapkan. 
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Solusi yang diusulkan mencakup perlunya penguatan kerangka regulasi yang lebih jelas dan konsisten, 
yang dapat memberikan pedoman yang lebih stabil bagi praktik keuangan syariah. 

Ketiga, pemahaman yang kurang dari nasabah mengenai akad ijarah juga menjadi tantangan serius. 
Beberapa nasabah mungkin tidak sepenuhnya memahami prinsip-prinsip syariah yang mendasari 
kontrak ijarah, yang dapat mengarah pada kesalahpahaman atau ketidakpatuhan yang tidak disengaja. 
Solusi yang diusulkan adalah meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai prinsip-
prinsip ekonomi syariah, serta memberikan pelatihan dan bimbingan kepada nasabah dalam hal 
implementasi praktis dari akad ijarah. 

Dalam menghadapi tantangan ini, peningkatan edukasi bagi nasabah, penyesuaian regulasi yang 
lebih jelas, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan akad menjadi solusi-solusi yang 
krusial. Dengan mengambil langkah-langkah ini, bank syariah dapat memperkuat implementasi ijarah 
mereka, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, dan memperkuat integritas industri 
keuangan syariah secara keseluruhan. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang Keabsahan dan Validitas Tantangan dalam Memenuhi 
Rukun dan Syarat Ijarah meliputi beberapa aspek krusial yang mempengaruhi implementasi yang efektif 
dalam praktik keuangan syariah. Tantangan utama yang dihadapi mencakup ketidakpastian hukum, 
perubahan regulasi yang sering, dan pemahaman nasabah yang terbatas mengenai akad ijarah. 

Ketidakpastian hukum merupakan salah satu tantangan utama dalam implementasi ijarah di bank 
syariah. Ketidakjelasan dalam interpretasi hukum syariah dapat menyebabkan keraguan mengenai 
keabsahan kontrak ijarah. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan nasabah dan menyulitkan bank 
syariah dalam menjalankan transaksi dengan mematuhi prinsip syariah. Solusi yang diusulkan adalah 
meningkatkan dialog antara ahli hukum syariah, praktisi keuangan, dan regulator untuk menghasilkan 
pemahaman yang lebih konsisten dan mendalam tentang aplikasi hukum syariah dalam konteks 
keuangan modern. 

Perubahan regulasi yang sering juga dapat menghambat bank syariah dalam mematuhi rukun dan 
syarat ijarah. Ketidakstabilan regulasi dapat menyebabkan kesulitan dalam menjaga kepatuhan terhadap 
standar syariah yang telah ditetapkan. Solusi yang diusulkan meliputi perlunya penguatan kerangka 
regulasi yang lebih jelas, stabil, dan konsisten. Regulasi yang lebih pasti akan memberikan panduan 
yang lebih kuat bagi praktik keuangan syariah, sehingga memungkinkan bank syariah untuk beroperasi 
dengan lebih efektif dan dapat diandalkan. 

Pemahaman yang terbatas dari nasabah mengenai akad ijarah juga merupakan tantangan yang 
signifikan. Beberapa nasabah mungkin tidak sepenuhnya memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah 
yang mendasari kontrak ijarah, yang dapat menyebabkan kesalahpahaman atau ketidakpatuhan yang 
tidak disengaja. Solusi yang diusulkan adalah meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat 
mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah. Bank syariah dapat memainkan peran penting dalam 
menyediakan pelatihan dan bimbingan kepada nasabah tentang implementasi praktis dari akad ijarah, 
sehingga memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami dengan jelas hak dan kewajiban mereka 
dalam transaksi syariah. 

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini melalui peningkatan edukasi bagi nasabah, 
penyesuaian regulasi yang lebih jelas, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan akad, bank 
syariah dapat meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan memperkuat integritas 
industri keuangan syariah secara keseluruhan. Langkah-langkah ini juga akan mendukung 
perkembangan ekonomi berbasis syariah yang lebih berkelanjutan dan responsif terhadap perubahan 
global. 
 
Simpulan  

Penelitian ini menunjukkan bahwa rukun dan syarat ijarah dalam pembiayaan multijasa di bank 
syariah umumnya sudah dipenuhi sesuai dengan prinsip syariah. Namun, diperlukan upaya terus-
menerus untuk meningkatkan kejelasan dan kepatuhan terhadap rukun dan syarat ijarah agar dapat 
mengatasi tantangan yang ada. 
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Berdasarkan analisis terhadap Rukun dan Syarat Ijarah dalam Pembiayaan Multijasa Syariah di 

Bank Syariah, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik keuangan 
sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. Rukun ijarah yang meliputi 
pihak-pihak yang berakad (mu’jir dan musta’jir), objek sewa, manfaat yang disewakan, serta ijab dan 
qabul, serta syarat ijarah seperti kejelasan objek sewa, manfaat yang halal, dan kesepakatan harga sewa, 
merupakan pijakan utama dalam menjaga keadilan dan transparansi dalam transaksi. 

Namun, penelitian juga menyoroti beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti ketidakpastian 
hukum, perubahan regulasi yang sering, dan pemahaman yang terbatas dari nasabah terhadap akad 
ijarah. Solusi untuk meningkatkan keabsahan dan validitas implementasi ijarah meliputi peningkatan 
edukasi bagi nasabah, penyesuaian regulasi yang lebih jelas, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap 
pelaksanaan akad. 

Dengan mengambil langkah-langkah ini, bank syariah dapat memperkuat kepercayaan masyarakat 
terhadap produk dan layanan mereka, serta membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan 
industri keuangan syariah yang berkelanjutan. Selain itu, kesadaran yang meningkat mengenai prinsip-
prinsip ekonomi syariah diharapkan dapat mendorong perkembangan ekonomi yang inklusif dan adil, 
sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam dalam konteks global yang terus berubah. 

 
 
 

Saran 
Berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan Analisis Rukun dan Syarat Ijarah dalam 

Pembiayaan Multijasa Syariah di Bank Syariah: 
1. Penguatan edukasi dan kesadaran. Bank syariah dapat meningkatkan pendekatan edukatif terhadap 

nasabah dan masyarakat umum mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah dan konsep-konsep 
ijarah. Ini dapat dilakukan melalui program pelatihan, seminar, atau kampanye publik yang 
memperjelas manfaat dan keunggulan menggunakan produk keuangan syariah. 

2. Penyempurnaan dokumentasi kontrak. Penting untuk memperbaiki kejelasan dan transparansi 
dalam dokumentasi kontrak ijarah. Bank syariah perlu menetapkan standar yang lebih tinggi dalam 
penulisan kontrak, dengan menggambarkan dengan jelas objek sewa, manfaat yang disewakan, serta 
hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

3. Pengawasan dan audit yang ketat. Implementasi yang baik dari rukun dan syarat ijarah memerlukan 
pengawasan yang cermat dan audit terhadap pelaksanaan akad. Bank syariah harus memastikan 
bahwa semua transaksi ijarah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak menimbulkan risiko 
ketidakpatuhan. 

4. Kolaborasi dengan pihak berwenang dan ahli hukum syariah. Kerjasama yang erat dengan regulator 
dan ahli hukum syariah sangat penting untuk memperkuat kerangka regulasi yang jelas dan 
konsisten. Ini akan membantu mengatasi ketidakpastian hukum dan memastikan bahwa semua 
kegiatan bank syariah berada dalam batas-batas yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

5. Inovasi produk dan layanan. Bank syariah perlu terus mengembangkan inovasi produk dan layanan 
yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan nilai-nilai syariah. Hal ini dapat mencakup pengembangan 
produk ijarah yang lebih fleksibel dan relevan dengan kebutuhan bisnis dan individu saat ini. 
Dengan menerapkan saran-saran ini, bank syariah dapat meningkatkan kepatuhan terhadap 

prinsip-prinsip syariah, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk mereka, dan memainkan 
peran yang lebih besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. 
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